
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1. Pengertian Tinjauan Yuridis 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah 

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, 

pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).1 Menurut 

Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut 

hukum atau dari segi hukum.2  

Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan 

cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari 

segi hukum. Tinjauan  adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 

masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan 

komponenkomponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian 

mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. 

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara 

konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan 

diterjemahkan dan memiliki arti.3 Sedangkan yuridis adalah semua hal yang 

mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat 

baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, 

                                                             
 1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 

(EdisiKeempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1470 

 2 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hlm. 651 

 3 Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya 2005), hlm. 
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sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai 

hukuman.  

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata 

hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, 

kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam 

penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah 

kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu 

permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya 

dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai 

pemecahan permasalahannya.4 

Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir 

dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya 

mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.5 

1.2. Pengertian  Pidana 

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu 

Straafrecht, straaf dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, 

Hukuman.recht dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar 

Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah 

keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang 

dapat dihukum dan aturan pidananya.6 

                                                             
 4 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju 2008), 

hlm.83-88 

 

 6 http://repository.untag-sby.ac.id/1713/2/Bab%20II.pdf diakes 13 april 2023  pukul  12: 

34 wib. 

http://repository.untag-sby.ac.id/1713/2/Bab%20II.pdf
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Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, Hukum Pidana adalah 

bagian dari keseluruhanhukum yang berlaku disuatu Negara, yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atausanksi yang berupapidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah 

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan 

tersebut.7 

Kemudian pengertian istilah pidana menurut Simons digolongkan 

menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut: Hukum Pidana dalam arti Objektif 

adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang 

atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum 

lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa 

hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat 

mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturanperaturan 

yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu 

sendiri. 

Sedangkan hukum pidana dalam arti subjectif dibedakan menjadi 

dua, yaitu:  

                                                             
 7 Moeljatno. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1 
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a. Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak 

yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan 

oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam 

arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan 

membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum. 

b. Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. 

Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut 

ius puniendi. 8 

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari 

Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa 

sudut, yaitu:  

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang 

mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam 

dengan hukuman.  

2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang 

mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang.9 

Sementara pengertian istilah pidana menurut pendapat dari 

Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: 

Hukum pidana Materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh 

sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai 

dua bagian, yaitu bagian Objektif dan bagian Subjektif. bagian Objektif 

merupakan suatu perbuatan atau sikapyang bertentangan dengan hukum 

                                                             
 8 Ibid ,. hlm. 22 

 9 Teguh Prasetya, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm. 7 
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pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan 

hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. 

Sedangkan bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk 

kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Berdasarkan 

pendapat tersebut di atas, maka pengertian istilah pidana adalah sekumpulan 

peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan 

maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan 

tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara. 

2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana 

  Yang dimaksudkan disini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dari 

suatu tindak pidana. Untuk itu harus terlebih dahulu mengetahui pengertian 

dari unsur. Unsur adalah semua syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu 

perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan/tindakan yang 

melawan/melanggar hukum. Unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van 

Hamel meliputi :  

a) Perbuatan 

b) perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis(asa legalitas) 

merupakan perbuatan melawan hukum 

c)  bernilai atau patut dipidana.  

  Sedangkan menurut Van Bemelen Unsur-unsur dari suatu tindak 

pidana diantaranya ialah adanyan unsur-unsur kesalahan, kemampuan 

bertanggungjawab dan sifat melawan hukum dariperbuatan tersebut. Lain lagi 
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unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Prof. Simons. 

Menurut Beliau tindak pidana memuat beberapa unsur, yakni :10 

1. Suatu perbuatan manusia. 

2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang. 

3. Perbuatan itu dilakkan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah jelas berbeda-beda, 

tergantung dari bentuk tindak pidananya.Walaupun unsur-unsur setiap 

delik/tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-

unsur yang sama, yakni :11 

a. perbuatan aktif/positif atau pasif/negative  

b.  akibat yang terjadi  

c.  melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan 

melawan hukum materil, dan 

d. tidak adanya alasan pembenar 

    Di dalam Pasal-Pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang 

disebutkan secara tegas (expressis verbis) di dalam Pasal itu sendiri. Namun 

disamping itu ada juga unsurunsur dari delik yang tidak disebutkan dalam 

Pasal-Pasal KUHP tersebut, walaupun demikian retap diakui sebagai unsur-

unsur dari delik/tindak pidana. Misalnya unsur melawan hukum dan tidak 

adanya alasan pembenar. 

                                                             
 10 Ibid., hlm.9 

 11 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

hlm. 97 
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Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-

Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai 

asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur 

dari delik ada tiga cara, yaitu :    

1. Dengan menerangkan atau menguraikannya, contohnya rumusan delik 

menurut Pasal 279,281,286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam 

Pasal-Pasal tersebutdapatlah diketahui unsur-unsurnya  

2.  Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, lalu 

ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. 

Contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 

KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP)  

3. Apabila Pasal-Pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat,gelar) tanpa 

uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari 

delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya 

penganiayaan (Pasal 351 KUHP). 12 

Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori 

dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa 

atau derita atau rasa sakit pada orang lain” Selain daripada itu ada juga 

beberapa Pasal dari KUHP yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan 

hukum saja, sedangkan akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan adanya 

untuk dapat menjatuhkan pidana bagi orang yang mewujudkan perbuatan 

tersebut. Hal ini disebutkan dengan delik formil atau delik yang dirumuskan 

secara formil.13 

                                                             
 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
 13 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57 
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Adapula delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil. 

Materil diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidananya 

si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Misalnya Pasal 338 

KUHP, mensyaratkan si korban harus mati.14 Selain itu terdapat pula delik 

yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidananya pembuat delik. 

Misaalnya untuk delik-delik mengenai kepailitan (Pasal 396 

KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana kalau diikuti oleh keadaan 

pailit. Untuk jenis-jenis tindak pidana/delik itu sendiri, sistem Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal pembagian delik dibedakan atas 

pelanggaran dan kejahatan.  

Perbedaan mendasar antara kedua jenis ini antara lain terletak pada 

sanksi yang dijatuhkan. Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan 

jauh lebih berat daripada pelanggaran.15 

2.4.  Pengertian kekerasan dalam rumah tangga  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan 

adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan 

fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan 

kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, 

perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka 

dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau 

kejam.  

                                                             
 14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 

69. 

 15 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2014), hlm.97 
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 Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung 

menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang 

diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi 

atau perasaan tersebut.16 

  Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi 

isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus 

kekerasan yang dialami perempun, namun intensitasnya pun makin 

mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media 

masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan 

terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak 

dilakukan.  

 Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara 

fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita 

termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak 

atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-

sembunyi.17 

  Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena 

adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam 

menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat di 

maksudkan dalam kategori. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu 

                                                             
 16 Op chit,. hlm 32 

 17 Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT 

Refika Aditama, 2010) hlm.1 
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violentia, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, 

kedahsyatan, aniaya, perkosaan.18 

  Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam 

Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah 

semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu 

tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan 

atau kerusakan hak milik.  

 Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai 

kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum 

mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. 

Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap 

isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu 

pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakuan 

oleh suami terhadap isterinya.  

 Sedangkan dalam Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004: Pasal 1 

:“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik,seksual,psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaansecara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”19 

                                                             
 18 Muhlisin (111100174) Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN “SMH” 

BANTEN “ Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004”.hlm.15 

 19 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 

2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) hlm. 2 
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 Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota 

keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami 

kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan 

sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan 

terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja 

termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun 

secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai 

penganiayaan oleh suami terhadap istri. 

 Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah 

istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun 

demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban 

KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan 

sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.  

 Namun demikian, perempuanperempuan sering tidak menyadari 

bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami 

kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut 

dihentikan,tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk 

memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan 

dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan 

suami dan menjaga keutuhan rumah tangga.  

 Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki 

tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika 
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konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau 

mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.20 KDRT merupakan masalah yang 

tidak banyak orang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup. 

Kekerasan yang Dilakukan sering dianggap sebagai salah satu bentuk didikan 

suami terhadap istri serta anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah 

tangga sehingga suami bertindak semaunya.  

 Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 

tangga akhir-akhir ini sangat memperihatinkan. Berdasarkan data Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), Linda Amalia 

mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 2009 

kasus KDRT yang berhasil di catat KPPPA berdasarkan data kepolisian 

sebanyak 143.586 kasus.  

 Pada 2010 berjumlah 105.103 kasus memasuki 2011, kasus yang ada 

sebanyak 119.107. Sementara pada kasus anak bermasalah dengan hukum juga 

menunjukan jumlah serupa. Pada 2007, sebanyak 3.145 kasus terjadi. Jumlah 

tersebut mengalami peningkatan sejak 2008 dan 2009.Pada 2008 sebanyak 

3.380 dan pada 2009 sekitar 4.213.Hal ini selaras data yang di lansir lembaga 

Mitra Perempuan.  

 Statistik Mitra Perempuan women’s Crisis centre tahun 2011 

(hingga 10 Desember) mencatat bahwa jumlah layanan pengaduan dan bantuan 

diberikan 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus 

kekerasan , terutama 90,43% merupakan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah 

                                                             
 20 Mia Amalia,”Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, 

(Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakancana. hlm.. 6 
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Tangga (KDRT) di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok Bogor dan wilayah 

lainnya.21 

 Hasil pemetaan Komisi Nasional Indonesia Anti Kekeraasan 

Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didukung oleh berbagai 

kelompok dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia menunjukan bahwa 

kasus penganiayaan terhadap perempuan di Indonesia persebarannya luas, 

persebarannya terus berkembang, bentuknya beragam dan menumbulkan luka 

yang dalam. Dalam Catatan Akhir Tahun 2018, Selama tahun 2017 di 

Indonesia ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan 

dan ditangani, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data 

kasus/perkara yang tersebar di 34 provinsi.  

 Seperti tahun sebelumnya kekerasan yang terjadi di ranah personal 

mencatat kasus paling tinggi. Pengadilan agama mencatat ada sebanyak 

335.306 kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal terhadap istri. Data 

pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukan tren yang sama, 

KDRT ranah personal lain menempati posisi kasus yang paling banyak 

diadukan yaitu sebanyak 9.609 kasus (71%) dari total 13.348 kasus yang 

masuk.  

 Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan 

terhadap istri menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 5.167 kasus. Di 

ranah rumah tangga/relasi personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 

                                                             
 21 Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan Syari’ah Vol .8, No. 

2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 114 
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41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan 

psikis 15% (1.404 kasus) dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).22 

 Pria adalah bapak rumah tangga yang harus bertanggung jawab 

penuh terhadap keluarganya, disebutkan juga hak dan kewajiban kedua pihak 

dan memerintahkan istri supaya menghormati kepemimpinan suaminya, di 

samping memberikan kuasa penuh kepadanya dalam urusan rumah tangga di 

saat yang sama, Islam juga memerintahkan kepad pria untuk selalu menjaga 

dengan baik amanat dan tanggung jawab.23 

 Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah 

seperti apa yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang 

tidak sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah 

satu persoalan yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya 

adalah kekerasan dalam rumah tangga.24 

 Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada 

kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychology calabuse, material abuse 

or theft of money or personalproperty, dan violation of right. Berdasarkan 

studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki 

ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh 

yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya 

terhadap tindakan agresif. 

                                                             
 22 Fini Fajrini, dkk,“Determinan Sikap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di 

Provinsi Banten”, Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol 9 No. 2 (Desember 2013) Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta. hlm. 17 

 23 Ayatullah Jawadi Amuli, Keindahan dan Keagungan Perempuan, Penerjemah Muhdhor 

Ahmad dkk (Jakarta: Sadra Press, 2005) hlm. 363 

 24 Abdul Aziz,“Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”( Bogor: 2007) Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman. hlm.161 
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 Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRTdapat dijelaskan secara detil. 

Pasal 6: kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit atau luka berat.25 Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan 

perilaku diantaranya: menampar, menggigit,memutar tangan, menikam, 

mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau 

senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi 

trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman. 

 Pasal 7 : kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 

rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

 Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan 

perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, 

mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan 

penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus 

menerus. 

 Pasal 8 : (a) Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan terhadap 

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan 

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 

dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.  

 Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan 

hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau 

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersial atau tujuan tertentu. Pasal 9 : (1) Penelantaran rumah tangga adalah 

                                                             
 25 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 

2004), (Jakarta: Sinar Grafika , 2007) hlm. 4 
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seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian 

ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 

tersebut.  

 (2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja 

yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban beradadi bawah 

kendali orang tersebut. 26 Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan 

kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya 

seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan 

bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan 

kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan 

dan sebagainya.  

 Zastrow &Browker (1984) menyatakan bahwa ada tiga teori utama 

yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori 

frustasi-agresi, dan teori kontrol. 

1. Teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki 

suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund Freud 

menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan kematian 

yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati tindakan melukai 

dan membunuh orang lain,dan dirinya sendiri. Robert Ardery yang 

menyarankan bahwa manusia memliki instink untuk menaklukkan dan 

mengontrol wilayah, yang sering mengarahkan pada perilaku konflik antar 

                                                             
 26 Ibid, hlm. 5 
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pribadi yang penuh kekerasan. Konrad Lorenz menegaskan bahwa agresi 

dan kekerasan adalah sangat berguna untuk survive. Manusia dan hewan 

yang agresif lebih cocok untuk membuat keturunan dan survive, sementara 

itu manusia atau hewan yang kurang agresif memungkinkan untuk mati satu 

demi satu. Agresi pada hakekatnya membantu untu kmenegakkan suatu 

sistem dominan, dengan demikian memberikan struktur dan stabilitas untuk 

kelompok. Beberapa ahli teori biologis berhipotesis bahwa hormon sek pria 

menyebabkan perilaku yang lebih agresif. Di sisi lain, ahli teori belajar 

berteori bahwa perbedaan perilaku agresif terutama disebabkan oleh 

perbedaan sosialisasi terhadap pria dan wanita. 

2. Teori frustasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu carauntuk 

mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. Teori ini berasal 

dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa seseorang yang frustasi sering 

menjadi terlibat dalam tindakan agresif. Orang frustasi sering menyerang 

sumber frustasinya atau memindahkan frustasinya ke orang lain. Misalnya, 

seorang remaja (teenager) yang diejek oleh orang lain mungkin membalas 

dendam, sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang 

pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin memukul 

istri dan anakanaknya. Suatu persoalan penting dengan teori ini, bahwa teori 

ini tidak menjelaskan mengapa frustasi mengarahkan terjadinya tindakan 

kekerasan pada sejumiah orang, tidak pada orang Iain. Diakui bahwa 

sebagian besar tindakan agresif dan kekerasan nampak tidak berkaitan 

dengan frustasi. Misalnya, seorang pembunuh professional tidak harus 

menjadi frustasi untuk melakukan penyerangan. Walaupun teori frustasi-
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agresi sebagian besar dikembangkan oleh para psikolog, beberapa sosiolog 

telah menerapkan teori untuk suatu kelompok besar. Mereka 

memperhatikan perkampungan miskin dan kotor di pusat kota dan dihuni 

oleh kaum minoritas telah menunjukkan angka kekerasan yang tinggi. 

Mereka berpendapat bahwa kemiskinan, kekurangan kesempatan, dan 

ketidakadilan lainnya di wilayah ini sangat membuat frustasi penduduknya. 

Penduduk semua menginginkan semua benda yang mereka lihat dan 

dimiliki oleh orang lain, serta tidak ada hak yang sah sedikitpun untuk 

menggunakannya. Akibatnya, mereka frustasi dan beusaha untuk 

menyerangnya. Teori ini memberikan penjelasan yang masuk akal terhadap 

angka kekarasan yang tinggi bagi penduduk minoritas.27 

 

                                                             
 27 Rochmat Wahab “Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Psikologis dan Edukatif” 

(Yogyakarta : 2010) Universitas Negeri Yogyakarta. hlm. 5-7 


